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PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh
guna mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang
efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan
perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagai panduan implementasi layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE.

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan
pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan
Kapanewon.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.



Pasal 2

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melaksanakan SPBE di Daerah.

Pasal 3

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah

pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

(2)

(3)

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan:
a. Rencana Induk SPBE Nasional;
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
c. Grand Design Reformasi Birokrasi.
Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
BAB III KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN;
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
BAB V PETA RENCANA STRATEGIS; dan
BAB VI PENUTUP.

Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

Moo a0

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

REVIU RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

(1)

(2)

PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun dan dapat dilakukan reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-
waktu berdasarkan:
a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
dan/atau
b. perubahan kebijakan strategis nasional.
Reviu Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
tugas dan fungsi di bidang penunjang perencanaan dan pengendalian.



BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6
Pelaksanaan dan Pengembangan SPBE menjadi tanggung jawab seluruh
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan
pelibatan pihak-pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR



